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BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

6.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah diuraikan 

sebelumnya, maka kesimpulannya adalah sebagai berikut: 

1. Konsistensi perencanaan dan penganggaran Biro Keuangan berdasarkan 

analisis konsistensi antar dokumen (Renstra dan Renja, Renja dan 

RKPD, RKPD dan PPAS, PPAS dan APBD) dengan menggunakan 

Matriks Konsolidasi Perencanaan dan Penganggaran untuk tahun 

2012dan 2013 masih terjadi ketidakkonsistensi kegiatan antara 

dokumen –dokumen tersebut.Secara umum hal yang menyebabkan 

ketidakkonsistensi antara dokumen tersebut (Renstra dan Renja, Renja 

dan RKPD, RKPD dan PPAS, PPAS dan APBD) karena: 

4. Lemahnya kemampuan teknis SDM yang dimiliki daerah sehingga 

pjenjabaran Renstra ke Renja, Renja ke RKPD, RKPD ke PPAS, 

PPAS ke APBD masih terjadi ketidakkonsistensi antara dokumen. 

5. Informasi jumlah anggaran yang akan diterima dari Pemerintah 

Pusat (APBN)  diterima setelah proses perencanaan dilakukan dan 

proses penganggaran sedang dalam proses pembahasan. 

6. Tidak adanya pemahaman antara legislatif dan eksekutif dalam 

menyusun atau membahasprogram maupun kegiatan yang akan 

dianggarkan harus masuk dulu pada dokumensebelumnya. 
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2. Untuk konsistensi program setiap dokumen, telah menunjukkan tingkat 

konsistensi yang sangat baik karena setiap program telah diakomodir 

dalam setiap dokumen. 

3. Untuk tingkat konsistensi anggaran antara PPAS dan APBD Biro 

Keuangan tahun 2012 dan 2013 kurang baik, sebab pada tahun 2012 

dari 20 kegiatan, hanya ada 4 kegiatan yang anggarannya konsisten 

sedangkan pada tahun 2013 dari 21 kegiatan, hanya ada 4 kegiatan yang 

anggarannya konsisten. Faktor penyebabnya adalah : 

1. Adanya penambahan atau pengurangan anggaran yang telah 

ditetapkan dalam PPAS untuk menjalankan program kegiatan yang 

direalisasikan dalam APBD. 

2. Adanya dana dari pusat (APBN) yang hadir pada rentang waktu 

setelah PPAS disepakati sehingga wajib diakomodir penyusunan 

anggaran kegiatan padaAPBD. 

6.2 Saran 

 Dari hasil penelitian ini, maka dapat disarankan : 

1. Biro Keuangan perlu memperhatikan konsistensi antara dokumen, 

sehingga visi/misi dapat tercapai dan dapat meningkatkan kinerja 

pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan. 

2. Harus meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) perencana dalam 

membuat setiap kegiatan yang diajukan melalui pelatihan dan 

pendidikan universitas. 
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3.  Perlu meningkatkan pemahaman dan kompetensi perangkat daerah, 

baik legislatif maupun eksekutif dalam penyusunan atau pembahasan 

dokumen perencanaan dan penganggaran, misalnya melalui kursus 

atau pelatihan dibidang perencanaan dan penganggaran. 

4. Diadakannya sosialisasi dan regulasi yang mengharuskan komitmen 

eksekutif dan legislatif untuk menjamin konsistensi antara dokumen 

perencanaan dan penganggaran. 

5. Peningkatan intensitas informasi dan komunikasi dengan pemerintah 

yang lebih tinggi (Pemerintah Pusat). 
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